
MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 66 TAHUN 2016 

TENT ANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA 

KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, 

TANGERANG DAN BEKASI 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang 

Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogar, 

Depok, Tangerang, dan Bekasi, diperlukan 

pendelegasian wewenang terkait pelaksanaan, 

pengembangan, pembangunan dan pengoperasian 

transportasi di wilayah Jakarta, Bogar, Depok, 

Tangerang dan Bekasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan ten tang 

Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan 

kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi 

Jakarta, Bogar, Depok, Tangerang, dan Bekasi; 
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